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ABSTRAK 

 

 

FITRI AYU LESTARI : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 

110 Tahun 2016 di Desa Pulau Rambai Kecamatan 

Kampa 

 

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membawa nuansa tersendiri 

dalam kehidupan demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya Badan 

Permusyawaratan Desa adalah untuk mewujudkan demokrasi tingkat desa. Dalam hal ini 

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membuat rancangan peraturan desa,menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 

Rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini pun adalah bagaimana 

pelaksanaan fungsi rancangan peraturan desa dan pengawasan kinerja kepala desa didesa 

pulau rambai serta faktor apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan fungsi BPD 

didesa pulau rambai tersebut. Penelitian ini adalah penilitian sosiologis yang mana 

peneliti langsung terjun kelapangan dan melakukan observasi serta menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara dan pengumpulan data dari kepustakaan. 

 Berdasarkan penelitian  menunjukkan bahwa regulasi atau rancangan peraturan 

desa belum terlaksana dan terealisasi,serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa 

yang belum maksimal pelaksanaan nya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD 

terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki tradisi atau pranta sosial 

dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuh sistem sosial yang kemudian 

berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis. Dalam sisitem pemerintahan 

Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan 

kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa.
1
 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi 

dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara desa. 

Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat 

dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa orde baru keterlibatan 

masyarakat didalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui 

pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan 

Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara 

proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi 

lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya 

masyarakat kurang bisa belajar demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan 

Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan dictator atau raja 

absolut, sehingga masyarakat kurang dapat leluasa menyalurkan aspirasinya
2
. 

                                                             
1 Moch Solekhan.Penyelengaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi 

Masyarakat.(Malang,Setara Press,2014)hal. 15 
2
 Ika Ramayanti Rani,Kinerja BPD Dalam Pelaksanaan Otonomi 

Daerah(Bandung:Citra Press 2008)hal.12 
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Sebagai bentuk perwujudan sebuah Negara yang berdaulat sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 : “kedaulatan 

berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
3
. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem 

demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk 

desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BPD di 

lihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di tingkat 

Desa , sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah 

lembaga eksekutif. dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dari 

perwujudan demokrasi ditingkat desa. 

BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa 

yaitu untuk menggali ,menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat 

terhadap program-program yang akan di laksanakan oleh pemerintah, khususnya 

bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri. 

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya 

menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di 

tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan 

yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD. 

Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan 

                                                             
3
 Republik Indonesia,UUD Tahun 1945(Jakarta:Secretariat Jendral Kepanitraan Dan 

Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI,2010),hal.5 
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pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan 

Kepala Desa.
4
 

Adapun didalam Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 

Tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dan tugas: 

Fungsi BPD : 

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 

Tugas BPD: 

1. menggali aspirasi masyarakat 

2. menampung aspirasi masyarakat 

3. mengelola aspirasi masyarakat 

4. menyalurkan aspirasi masyarakat 

5. menyelenggarakan musyawarah BPD 

6. menyelenggarakan musyawarah desa 

7. membentuk panitia prmilihan Kepala Desa 

8. menyelenggarakan musyawarawah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa 

antar waktu 

9. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa 

10. melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa 

11. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan 

lembaga lainnya 

                                                             
4
 HAW.Widjaja,Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh Cet.Ke 

2(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004),hal.10 
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12. melaksanakan tugas yang lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan
5
 

Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 

tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota, dan 

memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta 

menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada 

masyarakat desa. 

Kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan 

Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada 

bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun 

hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut 

dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan 

Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan 

hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, Karna hal 

tersebut sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Desa dan BPD. 

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan 

oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi 

kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan 

Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, 

dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa. 

                                                             
5
 Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 
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Sehubung dengan itu , pelaksanaan fungsi BPD yang efektif mutlak 

diperlukan. Namun kenyataan yang ditemukan di lokasi penelitian tepatnya di 

Desa Pulau Rambai pelaksanaan fungsi BPD ini belum terlaksana secara 

keseluruhan baik itu peraturan desa yang seharusnya dibuat bersama 

Pemerintahan Desa dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa yang mana 

BPD harus ikut memantau pembangunan desa agar dapat meminimalisir 

terjadinya penyimpangan terhadap peraturan Desa dan penyimpangan terhadap 

APBDes. Tapi kenyataan dilokasi yang mana anggota BPD sebagai perwakilan 

masyarakat jika ditanya tentang bagaimana perkembangan pembangunan Desa 

mereka tidak sepenuhnya tahu.  

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian  

“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 

110 TAHUN 2016 DI DESA PULAU RAMBAI KECEMATAN KAMPA” 

B. Batasan Masalah  

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih 

terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan 

batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembahasan dalam karya ilmiah ini 

difokuskan Pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang 

BPD Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mencoba merumuskan permasalaahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana  BPD melaksanakan fungsinya didesa pulau Rambai Kecematan 

Kampa? 

2.  Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi  

BPD di Desa Pulau Rambai Kecematan Kampa? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam  rancangan peraturan desa dan 

pengawasan kinerja kepala desa di Desa Pulau Rambai Kecematan Kampa.  

b. Mengetahui faktor-faktor yang menjad kendala  tidak terlaksananya fungsi 

BPD di Desa Pulau Rambai Kecematan Kampa. 

Penelitian ini bermanfaat sebagai : 

a. Kegunaan Teoritik yaitu penelitian ini dapat diharapkan memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum tata Negara pada khususya mengenai hubungan pemerintah desa dan 

badan permusyawaratan desa dalam pemerintahan dan pembangunan desa. 

Dan dapat bermanfaat juga selain sebagai bahan literature atau bahan 

informasi ilmiah bagi kalangan akademis dan dapat digunakan untuk 

mengembangkan teori yang sudah ada dalam hukum Tata Negara. 

b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat memberikan masukan serta 

dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali 
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permaslahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil 

penelitian ini,yang berkaitan dengan  hubungan pemerintah desa dan badan 

BPD dalam pemerintahan desa. 

E. Metode Penelitian 

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata 

penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu me-thodos yang berarti 

cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek 

penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun 

pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang 

dilakukan secara ilmiah, baik  bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental 

maupun non-eksperimental, interaktif  maupun non-interaktif.
6
 

Dari pengertian diatas kita dapat menegtahui bahwa metode penelitian 

adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu 

pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini termasuk dalam penggolongan penelitian hukum 

sosiologis. Dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk 

mengumpulkan data primer dan data sekunder. Sedangkan sifat penelitian ini 

adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti 

sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa. 

                                                             
6
Jonaedi Effendi Dkk,Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris,(Jakarta : 

Prenadamedia Group,2018) Cet.Ke 2.Hal. 2 
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Jadi, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan 

menganalisa masalah penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan 

pelaksanaan fungsi BPD. 

2. Lokasi Penelitian  

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Desa 

Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis 

menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena 

adanya masalah mengenai pelaksanaan fungsi BPD dalam perencanaan 

rancangan peraturan desa dan pengawasan kinerja kepala desa di desa Pulau 

RambainKecamatan Kampa.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, 

populasi berupa himpunan orang, benda (hidup atau 

mati),kejadian,kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang 

sama. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala Desa  

2. Badan Permusyawaratan 

No Jenis 

Populasi 

Populasi Sampel Presentase 

1. Kepala 

Desa 

1 1 100% 

2. Badan 

Permusya

waratan 

Desa 

9 9 100% 
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b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi yang akan 

diambil. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total 

sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana 

jumlah sampel sama dengan populasi. 

4. Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari data premier dan data sekunder. 

1. Data Premier adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat 

baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya. 

Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan 

kepustakaan dan merupakan data yang sudah diolah. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara lansung 

kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan 

sebenarnya. Dalam hal peneliti melakukan observasi ke  Desa Pulau 

Rambai  

b. Wawancara, yaitu dengan cara melaukan tanya jawab langsung dengan 

responden. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala 

Desa Pulau Rambai dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa serta 

dengan masyarakat setempat mengenai pelaksanaan fungsi BPD. 
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c. Study kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku 

referensi yang berkatan dengan masalah penulisan yang akan diteliti 

diantaranya buku, jurnal, dan peraturan daerah. 

6.  Analisis Data 

Metode analisa data yag digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif, yaitu apa yag dinyatakan responden secara tertulis maupun 

secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisa 

data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat 

umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan membaginya kedalam lima 

bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  :PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah,batasan masalah 

,rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :GAMBARAN DAN LOKASI PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan tentang Desa Pulau Rambai 

BAB III :TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori yang terdiri 

dari pemerintahan desa dan teori BPD dalam peraturan 

menteri dalam negeri. 

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
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Bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan fungsi  BPD 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 

tahun 2016. 

BAB V :KESIMPULAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil kesimpulan dan 

saran yangberhubungan dengan hasil penelitian 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Kondisi Geografis dan Demografis 

Secara geografis desa Pulau Rambai merupakan desa yang termasuk ke 

dalam pemerintahan Kecamatan Kampar TimurKabupaten Kampar. Adapun jarak 

desa Pulau Rambai dengan Kecamatan sebagai pusat pemerintahan ± 1 KM, 

Ibukota Kabupaten  ± 20 KM, sedangkan dengan Ibukota Propinsi ± 34 KM, 

secara georafis desa Pulau Rambai berbatasan dengan : 

1. Sebelah utara berbatasan  dengan desa Selat Aur 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sembat 

3. Sebelah timur berbatasan dengan  desa Pulau Kampung 

4. Sebelah barat berbatasan dengan  desa Pulau Tinggi.
7
 

Desa Pulau Rambai terdapat sarana dan prasarana transportasi yang cukup 

lancar seperti,  travel, superban dan kendraan bermotor. Dengan demikian desa 

Pulau Rambai merupakan daerah yang strategis dan mudah dijangkau terutama 

dengan jalur transportasi darat, sehingga memudahkan masuk dan juga 

memudahkan bagi masyarakat untuk bepergian. 

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan 

pembangunan daerah. Kondisi penduduk sangat dibutuhkan dalam menentukan 

arah kebijakan pembagunan dan sangat berpengaruh terhadap perencanaan 

pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perkembangan tingkat 

penduduk sangat dibutuhkan guna menentukan kebijakan pembangunan, sehingga 

                                                             
7
 Sumber : Profil Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa 
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memberikan kemudahan pemerintahan menata pemerataan 

pembangunan.Berdasarkan data yang ada di desa Pulau Rambai, jumlah 

penduduknya adalah 3765 orang yang terdiri dari 935 Kepala Keluarga 9(KK).
 

Untuk klasifikasi penduduk desa Pulau Rambai berdasakan jenis kelamin dapat 

dilihat tabel berikut : 

 

TABEL I 

KLASIFIKASI PENDUDUK 

DESA PULAU RAMBAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

No Jenis kelamin 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Laki-laki 1651 43.8 

2 Perempuan 2114 56.2 

 Jumlah 3765 100 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih 

banyak dibandingkan dengan laki-laki. Penduduk laki-laki sebanyak 1651 atau 

43.8%, sedangkan perempuan sebanyak 2.114 atau 56.2% jiwa. Perkembangan 

penduduk di desa Pulau Rambai dapat dikatakan seimbang dengan begitu 

terjadinya pertambahan penduduk tidak terlalu cepat.
8
  

Tikan dari tingkat umur setiap penduduk di desa Pulau Rambai, untuk 

melihat secara jelas tentang tingkat umur penduduk di desa Pulau Rambai dapat 

dilihat tabel berikut  

 

 

 

                                                             
8 Sumber : Monografi Desa Pulau Rambai tahun 2018-2019 
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TABEL II 

KLASIFIKASI PENDUDUK 

DESA PULAU RAMBAI BERDASARKAN TINGKAT UMUR 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk yang 

berdomisili di desa Pulau Rambai memiliki pertumbuhan penduduk yang 

seimbang. Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia tidak jauh 

berbeda, dengan perkembangan seperti ini memperlihatkan bahwa perbedaan 

tingkat umur di masyarakat desa Pulau Rambai dengan orang yang telah 

memasuki dunia kerja cukup seimbang.
9
 

C. Jenjang  Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh 

masyarakat, karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu 

daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya 

pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang 

berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah 

tersebut.Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam 

mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di 

desa Pulau Rambai bisa dilihat melalui tabel berikut : 

                                                             
9
 ibid 

No 

Tingkat umur 

Penduduk 

Jumlah 

(Orang

) 

Persentase 

(%) 

1 0–12 tahun 525 13.8 

2 13–25 tahun 767 20.4 

3 26–40 tahun 571 15.1 

4 41–60 tahun 458 12.2 

5 61–70 tahun 189 5.0 

6 > 71 tahun 63 1.7 

Jumlah 3765 100 
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TABEL III 

SARANA PENDIDIKAN DI DESA PULAU RAMBAI 

No Sarana Pendidikan Jumlah 

1 TK 5 

2 MDA 5 

2 SD 4 

3 SLTA 1 

 Jumlah 15 

 

Dari tabel di atas dapat lihat bahwa sarana pendidikan yang ada di desa 

Pulau Rambaikurang sangat memadai. Untuk itu perlu perhatian pemerintah dan 

kesadaran masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang hanya mengecap 

pendidikan sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Hal ini dapat dilihat dari 

tabel berikut :  

TABEL IV 

TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA PULAU RAMBAI 

 

No Tingkat pendidikan 

Jumlah 

(Oran

g) 

Persentase 

(%) 

1 Belum Sekolah 655 17.3 

2 Taman Kanak-kanak 270 9.76 

3 SD sederajat 924 24.6 

4 SLTP sederajat 837 22.5 

5 SLTA sederajat 691 18.4 

6 Perguruan Tinggi 112 2.98 

7 Tidak tamat sekolah 276 7.4 

 Jumlah 3765 100 

 

Tabel di atas menunjukkan  bahwa masih banyak masyarakat desa Pulau 

Rambaiyang menempuh pendidikan hanya sampai Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama, sedangkan yang melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi sangat 
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sedikit sekali. Hal tersebut terjadi karena masih ada sebagian masyarakat yang 

beranggapan sudah merasa cukup jika anak-anaknya sudah menyelesaikan 

pendidikan di tingkat menengah pertama saja. Anggapan ini juga didukung oleh 

keterbatasan biaya bagi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak-

anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
10

 

C. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Desa Pulau Rambai dikenal sebagai daerah perkebunan karet. Oleh karena 

itu tidaklah mengherankan jika daerah ini banyak didatangi oleh pendatang dari 

luar daerah untuk mengais nafkah di sana. Penduduk desa Pulau Rambai 

mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun sebagian besar dari 

penduduk desa Pulau Rambai adalah sebagai berkebun karet. Adapun mata 

pencaharian masyarakat desa Pulau Rambai dilihat pada tabel berikut : 

TABEL V 

JUMLAH PENDUDUK  DESA PULAU RAMBAI 

MENURUT MATA PENCAHARIAN 

 

No Mata pencaharian 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Penyadap Karet 654 68.55 

2 Petani 130 13.63 

3 Berkebun Kepala Sawit 29 3.03 

4 Pegawai Negeri Sipil 42 4.41 

5 Pedagang 35 3.66 

6 Montir 11 1.16 

7 Tukang 12 1.25 

8 Jasa angkutan 6 0.63 

9 Pekerjaan tidak menetetap 35 3.66 

 Jumlah 954 100 

                                                             
10

 ibid 
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Secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk asli desa 

Pulau Rambai merupakan penduduk yang tingkat perekonomiannya berada pada 

tingkat menengah ke bawah, dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa di antara 

penduduk yang tingkat perekonomianya berada dibawah garis kemiskinan yang 

perlu merdapatkan perhatian serius dari pemerintah dan kalangan yang taraf 

ekonominya lebih tinggi. 

D. Kondisi Adat Istiadat 

Budaya suatu wilayah merupakan pencerminan dari adat istiadat yang 

terkait dengan kehidupan manusia dalam dimensi sosial dan diperoleh dari hasil 

kajian serta kreasi manusia. Oleh karena itu, budaya suatu daerah sangat erat 

hubungannya dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Adat 

istiadat itu pada dasarnya beraneka ragam sesuai dengan apa yang dilakukan 

masyarakat itu sendiri dalam kehidupan mereka, dengan kata lain adat istiadat 

masyarakat terdiri dari berbagai ragam budaya yang dianut dan diteruskan melalui 

kegiatan mereka sehari-hari. 

Implikasi keragaman suku menyebabkan adat istiadat suatu daerah banyak 

dipengaruhi oleh aneka ragam suku yang mendiami daerah tersebut. Apabila 

komposisi masyarakat bersifat homogen, biasanya adat istiadatnya tidak begitu 

beraneka ragam. Namun demikian apabila masyarakat heterogen, maka adat 

istiadat yang dimiliki masyarakat tersebut akan mengalami asimilasi 

budaya.Masyarakat desa Pulau Rambai dapat dikatakan heterogen karena terdiri 

dari berbagai suku. Keragaman suku ini memberikan corak budaya yang cukup 
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beragam, untuk lebih jelasnya keragaman suku di desa Pulau Rambai dapat dilihat 

pada tabel berikut ini  

TABELVI 

KOMPOSISI PENDUDUK 

DESA PULAU RAMBAI BERDASARKAN SUKU 

 

No Suku 
Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Melayu 3.488 92.64 

2 Jawa 125 3.33 

3 Batak 56 1.48 

4 Minang 95 2.53 

 Jumlah 3765 100 

 

Kendatipun suku yang berada di desa Pulau Rambai beragam, namun 

kebanyakan adat yang mereka pakai tetap adat nenek moyang penduduk desa 

Pulau Rambai yang pribumi, yaitu adat melayu. Menunjukkan bahwa masyarakat 

di desa Pulau Rambai masih mempertahankan adat istiadat nenek moyangnya.
11

 

 

E. Struktur Organisasi Desa dan Anggota BPD 

 

TABEL VII 

DAFTAR PERANGKAT DESA 

DESA PULAU RAMBAI 

 

 

No  Nama  Jabatan  Ket  

1.  Sahidun Firdaus Kepala Desa  Pulau Rambai   

2.  Zulkifli.Ds Sekretaris Desa    

3.  Gustina Dewi. SE 
Kaur Pemerintahan  

  

4.  Edi Supriadi .Spdi Kaur Pembangunan    

                                                             
11 ibid 
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5.  Fitri Yani. SE  Kaur Keuangan   

6  Agus Salim,Ba Kaur Perencanaan   

7  Rosnani    
Kaur Umum  

  

8  Sandra Septi  Kepala Seksi Pelayanan   

Sumber: Data Profil Desa Pulau Rambai 2019 

 

TABEL VIII 

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD) 

DESA  PULAU RAMBAI 

 

 

No  Nama  Jabatan  Keterangan  

1.  Julizar S.pd  Ketua    

2.  Herman saipul Wakil Ketua    

3.  Juarni Sekretaris    

4.  Irfan Anggota    

5.  Firdaus Anggota    

6.  Suhadir Anggota    

7.  Nursal Anggota    

8.  Satuamit  Anggota    

9.  Zakaria Anggota    

     Sumber: Data Profil Desa Pulau Rambai 2019 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Desa  

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang 

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa 

atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a countryarea, 

smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkanhak asal-usul 

dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional danberada di Daerah 

Kabupaten. Desa menurut  

H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” 

menyatakan bahwa“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah 

keanekaragaman,partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat”
12

  

Undang-Undang Repubklik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan 

desa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan 

                                                             
12

 HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, 

(Surabaya: Grafindo, 2002).  hal. 3  
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berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
13

  

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 

No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).
14

  

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di 

atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas 

yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki 

kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai 

dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki 

otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang 

terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang 

kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.  

 Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah 

desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

                                                             
13

 UU No 5 tahun 1979 tentang Desa.  
14

 UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,pasal 1 ayat 12  
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yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
15

  

Sedangkan desa dalam artian administaratif menurut  Kartohadikusumo dalam 

Daldjoeni yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat 

tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa 

memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 

Tahun 2005 tentang Desa yakni:  

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal- usul desa  

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni 

urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan 

masyarakat.  

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundangundangan          

diserahkan kepada desa.
16

  

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat 

akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 

                                                             
15

 UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1  
16

 Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa  
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pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 

kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan 

pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan 

atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana 

perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, 

faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan 

bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan 

masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.  

B. Pemerintah Desa  

Pemerintahan Menurut S.Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit, 

pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau 

badanbadan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan 

pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah 

perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam 

rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.  

Pendapat yang sama di sampakan oleh Ramlan Surbakti  yang 

menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut 3 fungsi utama 

dalam penyelenggaraan Negara, yaitu Fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, 

Sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja.
17

  

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 

1 angka 6 menyebutkan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

                                                             
17

 Drs. Moch. Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi  

Masyarakat. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014). hal. 22  
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(BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
18

. Selanjutnya dalam 

angka 7 Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa atau 

yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan desa
19

  

Sedangkan dalam UU Nomer 6 tahun 2014 memberikan pengertian 

tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, 

menurut Nurcholis Pemerintah mempunyai tugas pokok:  

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,      

membangun dan membina masyarakat  

2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan        

Pemerintah Kabupaten  

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga 

eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, 

kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.  

Perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa 

terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.  

                                                             
18

 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 6  
19

 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa  pasal 1 
ayat 7 
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Sekretaris desa sebagaimana yang di maksud pada pasal 202 ayat 2 UU 

Nomor 32 tahun 2004, diisi dari pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan 

. penjelasan pasal 202 ini menyatakan dalam, Ayat (1) desa yang di maksud dalam 

ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi 

NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, 

Negeri di Maluku, Ayat (2) yang di maksud dengan perangkat desa lainnya dalam 

ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris 

Desa, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala urusan, dan unsur kewilayahan 

sperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Ayat ( 3) Sekretaris Desa yang ada 

selama ini yang bukan Pegawai Negeri sipil secara bertahap diangkat menjadi 

Pegawai Negeri sipil sesuai peraturan Perundang-undangan.
20

  

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam 

tata cara dan prosedurnya pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati 

atau Walikota melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa 

wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, 

menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus 

tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa 

untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal 

yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.
21

 

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara 

Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya sudah  

                                                             
20

 Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, Hukum Pemerintahan Daerah di 

Indonesia,  Cet:  Pertama, (Jakarta: Rineka cipta 2012). hal.  288  
21

 M. Firman hadi “Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD 

Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah” ,  
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diatur Oleh Undang –undang Desa yaitu UU No 6 Tahun 2014, Dan Peraturan 

Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No 6 tahun 2014 

Tentang Desa.  

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Kepala Desa. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak 

dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Pemilihan Kepala 

Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat 

setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada UU dan  

Peraturan Pemerintah.
22

  

Berdasarkan Pasal 24 UU Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Berdasarkan Asas:  

a. Kepastian Hukum 

b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan  

c. Tertib kepentingan Umum  

d. Keterbukaan  

e. Proporsionalitas  

f. Profesionalitas  

g. Akuntabilitas  

h. Efektivitas dan efisiensi  

i. Kearifan lokal  

j. Keberagaman,dan  

                                                             
22

 Sarman dan Mohammad taufik Makarso,  Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.   

Cet:  pertama, (Jakarta: Rineka cipta 2012), hal.288  
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k. Partisipatif
23

  

Sesuai dengan Pasal 26 Angka 1 UU Desa, Kepala Desa bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan 

desa,pembinaan masyarakat desa,dan pemberdayaan masyarakat desa Dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD mempunyai tugas 

bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi 

masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh Kepala Desa dan BPD 

akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes. Fungsi Kepala Desa 

dan BPD dalam pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa 

sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan 

melibatkan seluruh masyarakat desa.   
24

  

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan 

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai 

wewenang, hak, dan kewajiban sebagai berikut :  

A. Wewenang Kepala Desa :  

1. Memimpin penyelenggaraan pmerintahan Desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD  

                                                             
23

 Lihat pasal 24 UU Desa  
24

 Aprianus Umbu Reada Ndata Meha “Dinamika hubungan badan permusyawaratan 

Desa (BPD)dan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan’’,  (Yogyakarta: ”APMD”, 

2012),  hal. 17  
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2. Mengajukan rancangan peraturan Desa  

3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapati persetujuan bersama 

BPD   

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD  

5. Membina kehidupan masyarakat Desa  

6. Membina perekonomian Desa  

7. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif  

8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
17

  

B. Hak Kepala Desa   

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa  

2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa  

3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan,tunjangan, dan penerimaan 

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan   

4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan   

5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 

perangkat Desa 
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C. Kewajiban Kepala Desa   

1. Memegang tegu dan mengamalkan pancasila,melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika  

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa  

3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa  Menaati dan 

menegakkan peraturan perundang-undangan  

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender  

5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, 

efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme  

6. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluru pemangku kepentingan 

di Desa   

7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik  

8. Mengelola keuangan dan Aset Desa  

9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa  

10. Menyelesaikan perselisian masyarakat di Desa  

11. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa  

12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa  

13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa  
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14. Mengembangkan potensi sumber daya alam  dan melestarikan lingkungan 

hidup  Memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 
25

 

Dalam melaksanakan tugas kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana 

yang dimaksud uraian diatas, Kepala Desa wajib :  

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir 

tahun anggaran kepada bupati/walikota  

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir 

masa jabatan kepada bupati/walikota  

3. Memberikan  laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran   

4. Memberikanatau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan 

secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran
26

  

D. Larangan bagi Kepala Desa yaitu :  

1. Merugikan kepentingan umum   

2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, 

pihak lain dan untuk golongan tertentu.  

3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya.  

4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan 

masyarakat tertentu.  

5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.  

                                                             
25 Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa.(erlangga 2011)hal 74  

26
 Undang-Undang Desa. Cetakan pertama (jakarta:Sinar grafika 2014) hal 16  
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6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang atau 

jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang 

akan dilakukannya.  

7. Menjadi pengurus partai politik.  

8. Menjadi anggota atau pengurusorganisasi terlarang.  

9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR 

dan jabatan lain.  

10. Ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan 

Kepala Daerah.  

11. Melanggar sumpah atau janji jabatan.  

12. Meinggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang 

jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
27

  

E. Peran Kepala Desa dalam penyusunan produk hukum Desa  

Peran Kepala Desa dalam penyusunan produk hukum Desa adalah 

menetapkan dan menandatangani rancangan produk hukum yang telah disepakati 

bersama oleh kepala desa dan BPD. Jenis produk hukum desa tersebut yaitu :  

1. Peraturan Desa (Perdes)  

Peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan 

yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.  

2. Peraturan Kepala Desa  

                                                             
27

 Dr. Huda Ni’matul, S.H, M.Hum. Hukum Pemerintahan Desa.cetakan 

pertama(malang:setara press 2015)hal 221-222  
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Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang mempunyai 

fungsi sebagai peraturan pelaksana dari Perdes ataupun pelaksanaan dari 

peraturan yang lebih tinggi.  

3. Peraturan bersama Kepala Desa  

Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan  merupakan 

kesepakatan bersama antara dua Desa atau lebih.
28

  

F. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa   

Penyelenggaraan pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah 

Desa berdasarkan asas-asas sebagai berikut :  

1. Kepastian hukum 

2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan 

3. Tertib kepentingan umum 

4. Efektivitas dan efisiensi 

5. Proporsionalitas  

6. Kearifan lokal  

7. Keberagaman   

8. Partisipatif 

9. Profesionalitas
29

  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tedapat muatan materi 

peraturan desa sebagai berikut :  

a. Muatan materi yang tertuang dalam peraturan Desa antara lain:  

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersipat mengatur   

                                                             
28

 Ahmad Erani Yustika. Memahami Unndang-Undang Desa. cetakan pertama.(jakarta 

selatan:kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI 2015)hal  9-10  
29

 Dikutip dari UU RI NO.6 Tahun 2014 (pasal 23 dan 24)  
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2. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat 

Desa  

3. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan 

masyarakat Desa  

b) Materi peraturan Desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di 

Desa yang perlu pengaturannya  

c) Semua materi peraturan Desa tidak bole bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi.30  

C. Badan Permusyawaratan Desa 

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang 

Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam 

Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) :  

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis.”
31

  

                                                             
30

 Prof. Drs. HAW. Widaja. Otonomi desa. Cetakan ketujuh.(jakarta:rajawali pers 

2014)hal 96  
31

 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa  
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Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 

adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat 

di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
32

  

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara 

demokkratis.
33

  

Badan Permusyawaratan Desa yang Selanjutnya disingkat BPD atau 

yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah 

anata Badan Permusywaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 

yang diselenggarakan oleh Badan Permusywaratan Desa.
34

 

BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang 

dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di 

kalangan masyarakat Desa.
35

  

                                                             
32

 A.W. Widjaya, Pemerintah Desa dan Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja 

Grafindo, 1993, hal.35  
33

 Drs. Moch. Solekhan, MAP. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Cetakan pertama  

(malang:setara press 2014)hal 76  
34

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 hal 3 
35

 Purwo Santoso, pembaharuan Desa seacara partisipatif.cetakan pertama 

(yogyakarta:pustaka pelajar 2003)hal 96  
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Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui 

pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kessepakataan masyarakat di Desa 

masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung 

sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk 

masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak 

secara berturut-turut.
36

  

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada 

selama ini. Perubahan  ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya 

politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. 

Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang 

hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui 

musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat 

segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan 

goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.  

a) Tugas BPD 

Tugas BPD menurut pasal 32:  

1. Menggali aspirasi masyarakat  

2. Menampung aspirasi msyarakat  

3. Mengelola aspirasi masyarakat  

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 

5. Menyelenggarakan musyawarah BPD 

                                                             
36

 Dr. Ni’matul Huda, S.H, M.Hum. Hukum Pemerintahan Desa.cetakan 

pertama(malang:setara press 2015)hal 215  
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6. Menyelenggarakan musyawarah Desa  

7. Membentuk panitia pemilihan Desa 

8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala 

Desa antar waktu 

9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama 

Kepala Desa 

10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 

11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa 

12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan 

Desa dan Lembaga Desa Lainnya 

13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan
37

 

b) Fungsi BPD  

BPD sangat diharapakan oleh masyarakat Desa, karena dengan adanya 

lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. 

Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus 

mampu mawakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat 

menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. BPD mempunyai 

3(tiga) fungsi pada pasal (32) yaitu :  

                                                             
37

 Ibid hal. 16 



37 
 

 
 

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala 

Desa  

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan  

3. Melakukan pengawasa kinerja kepala Desa 

c)  Hak BPD 

Pasal 55 : 

b. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa 

c. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desaa 

d. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa\ 

e) Kewajiban Anggota BPD 

Pasal 60: 

a.  Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhineka Tunggal ika 

b.  Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa  

c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan 

pribadi,kelompok dan atau golongan 
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d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa 

e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya 

f. Mengawal aspirasi masyarakat , menjaga kewibawaan dan kesetabilan 

penyelenggaraan pemerintahan Desa serta mempelopori 

penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola 

pmerintahan yang baik
38

 

f) Kewenangan BPD 

Pasal 63: 

a. Mengadakan pertemuan dengan msyarakat untuk mendapatkan aspirasi 

b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa secara 

lisan dan tertulis  

c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangan nya 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja kepala Desa 

e. Meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada 

Pemerintahan Desa 

f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa , 

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyrakat Desa 

g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan 

penyelenggaran pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan 

pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola Pemerintahan yang baik 

                                                             
38

Ibid  hal.26 
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h. Menyusun peraturan tata tertib BPD 

i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepda 

Bupati/Wali Kota melalaui Camat 

j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD 

secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan 

Anggaran dan pendapatan Belanja Desa 

k. Mengelola biaya operasinal BPD 

l. Mengusulkan pemebentukan  Forum Komuniksi Antar Kelembagaan 

Desa kepada Kepala Desa 

m. Melakukan kunjungan kepada maasyarakat dalam rangka monitoring 

dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
39

 

g) Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa 

Pasal 44: 

a. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan  

Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa 

b. Pembahasan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD 

c. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah 

internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 

rancangan peraturan Desa diterima oleh BPD 

                                                             
39

 Ibid hal.22-23 
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d. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama 

kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh )hari sejak pelaksanaan 

musyawarah internal BPD 

e. Setiap pembahsan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan 

proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah
40

 

Dalam  merumuskan  dan  menetapkan  Peraturan  Desa,  Badan  

Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 

110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. bersama-sama dengan 

pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses 

antara lain sebagai berikut:  

a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk 

menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan 

menyampaikan pokokpokok peraturan desa yang diajukan.   

b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa, 

demikian halnya dengan pemerintah Desa yang juga mengajukan 

rancangan Peraturan Desa.  

c. BPD  memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau 

menyempurnakan rancangan Peraturan Desa.  

d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah 

desa untuk diagendakan.  

                                                             
40 Ibid hal.22 
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e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu 

sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.  

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah 

Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa 

kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami 

penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut 

disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagi Peraturan Desa.  

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Nasional, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (Pasal 64) tentang Desa, 

dan Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, 

memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program 

pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan 

masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, 

diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan 

berkeadilan lebih bisa tercapai.  

h) Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Desa  

Pasal 46: 

1. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 

2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui: 

a. Perencananaan kegiatan Pemerintah Desa 

b. Pelaksanaan kegiatan dan 
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c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

3.   Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

monitoring dan evaluasi 

Pasal 47: 

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjadi bagian laporan kinerja BPD.
41

 

D. Pengawasan 

1. Definisi Pengawasan   

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam 

rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan perencanaan awal kegiatan. 

Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam pembangunan. Istilah pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut 

controlling, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa : “the modern 

concept of control… provides a historical record of what has happened… and provides 

date the enable the…executive..to take corrective steps”  

 Dalam hal ini pengawasan tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan 

memperbaiki hasil yang telah dikerjakan. Berdasarkan pemaparan tentang manajemen 

pengawasan tersebut, berikut adalah pendapat para ahli tentang pengawasan :  

Menurut Robert J.Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:480) pengawasan yaitu 

usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang 

sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar,  

menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang 
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menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif 

dan efisien.  

Menurut Mathis dan Jackson (2006:303) Mengungkapkan bahwa pengawasan 

merupakan proses dalam menetapkan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan 

standart untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan 

pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang di 

komunikasikan kepada karyawan.  

Menurut Siagan (dalam Torang, 2013:176) yang menyatakan bahwa pengawasan 

adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi 

dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan.  

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005:317) Mengungkapkan 

bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan 

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan ukuran 

yang sudah ditetapkan.  

Menurut Harahap (2001:14) Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara 

yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin segala aktivitas yang 

dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan 

mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.  

 

2. Tujuan Pengawasan  

a Tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar 

apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Sedangkan tujuan 

pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut : Untuk 
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mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang 

digariskan.   

b Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan 

instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan. Untuk mengetahui 

kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.  

a. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien 

b. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan 

kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke 

arah perbaikan.  

Penulis berpendapat bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan 

adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan, hal 

ini sejalan dengan pendapat M.Manullang. Pelimpahan tugas pengawasan harus 

dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepundak si penerima tugas 

tersebut, dalam arti tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan tugas 

sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan suatu 

tindakan jangan disalahgunakan. Masalah pengawasan yang dilakukan oleh 

aparatur pemerintah antar satu instansi dengan instansi lainnya dipengaruhi oleh 

jenis dan sifat pekerjaan, dalam arti jarak antara unit kerja yang diawasi dengan 

jumlah tugas/aktivitas hendaknya dapat terkendali. Dan juga faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi seperti faktor objektif, karena hal ini berada di luar 

pribadi pejabat yang harus melaksanakan pengawasan.  
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Di samping itu terdapat juga faktor subjektif yang bersumber dan 

berkenaan dengan diri pribadi pejabat yang harus melaksanakan pengawasan, 

antara lain berkenaan dengan pengalaman kerja, kecakapan, pengetahuan 

bidang kerja yang diawasi. Singkatnya agar pengawasan berjalan secara efektif, 

sebaiknya seorang pejabat atasan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan 

personil bawahan dan hal ini dilakukannya supaya tidak terlalu banyak unit-unit 

pelaksananya. Jadi mengawasi bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, akan 

tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, 

pengalaman bahkan harus disertai dengan wibawa yang tinggi, hal ini mengukur 

tingkat efektivitas kerja dari pada aparatur pemerintah dan tingkat efesiensinya 

dalam penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam mencapai tujuan.  

3. Fungsi Pengawasan  

Dalam rangka melakukan transformasi guna meraih perbaikan kualitas 

organisasi publik, perlu dilakukan pengawasan (control) terhadap seluruh 

tindakan dan akibat dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan 

tersebut dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. 

Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat 

dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua 

permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya 

kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.  
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Dibawah ini adalah pengertian dan definisi (teori dan konsep) fungsi 

pengawasan oleh beberapa para ahli, yakni sebagai berikut :  

Menurut Bohari (2004:9) Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan 

proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah dirancanakan 

dapat berjalan sebagaimana mestinya.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sule dan Saefullah (2005:317) bahwa 

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat 

sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar 

tujuan organisasi dapat tetap tercapai.  

Lebih lanjut mengenai fungsi dari pengawasan, Simbolon (2004:62) 

mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:
42

  

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi 

tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.  

2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan prosedur yang ditentukan.  

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian 

dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.  

4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan 

pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.  

Selanjutnya Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah (2005:238-239) 

mengemukakan bahwa fungsi pengawasan adalah cara menentukan, apakah 
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 Simbolon, Maringan Masri. 2004, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, Ghalia 

Indonesia, Jakarta. Hal.46 
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diperlukan sesuatu penyesuaian atau tidak dan karena itu ia harus merupakan 

bagian integral dari sistem manajemen.43  

Sementara Sudarsono dan Edilius (2002:105) mengemukakan bahwa 

pengawasan berfungsi agar dapat diperoleh hasil produksi berupa barang dan 

jasa yang berkualitas dalam jangka waktu yang sesuai dengan rencana yang 

talah ditentukan. 

Sehingga dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya, 

rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 

proses yang telah diatur.   

E. Kedudukan BPD Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 

Tahun 2016  

 

1. Kedudukan BPD dalam Membahas dan menyepakati Rancangan 

Peraturan Desa 

Peraturan desa merupakan salah satu jenis peraturan yang ada di desa. 

Peraturan lainnya ialah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala 

Desa. Peraturan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Peraturan di desa 

dilarang bertentangan dengan kepentingan umum , dan/atau ketentuan Peraturan 
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 Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah, 2005. Pengantar Manajemen, 

Kencana, Jakarta. Hal.117 
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Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Desa dapat 

diusulkan oleh BPD atau Kepala Desa
44

  

Rancangan Peraturan Desa dibentuk dengan alasan merupakan perintah 

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau aspirasi masyarakat yang 

disampaikan kepada BPD dan/atau Kepala Desa. Aspirasi tersebut dapat 

disampaikan secara langsung ataupun melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

Rancangan Peraturan Desa baik yang diusulkan oleh BPD maupun Kepala Desa, 

wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat desa dan camat sebelum 

dibahas oleh BPD dan Kepala Desa. Rancangan Peraturan yang berasal dari BPD 

diserahkan kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada masyarakat dan 

camat. Setelah konsultasi selesai dilakukan, Kepala Desa menyerahkan 

Rancangan Peraturan Desa dan hasil konsultasi kepada BPD. 

  Kemudian BPD mempersiapkan Musyawarah BPD dengan mengundang 

Kepala Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut. Tujuan dari 

pembahasan ini adalah untuk mendapatkan persetujuan dari BPD. Bentuk 

persetujuan BPD berupa Keputusan Ketua BPD mengenai hasil pembahasan suatu 

Rancangan Peraturan Desa.Apabila pembahasan rancangan Peraturan Desa antara 

BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap 

mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati 

(Pasal 45 ayat (1) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD). Rancangan 

Peraturan Desa terebut kemudian dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak 

                                                             
44 Pasal 1 angka 13 Permendagri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa 
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disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir 

untuk mendapatkan evaluasi danpembinaan (Pasal 45 ayat (2) Permendagri 

Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD).  

 Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan tersebut dapat berbentuk 

penghentian pembahasan atau pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan 

kesepakatan rancangan Peraturan Desa (Pasal 45 ayat (3) Permendagri Nomor 110 

Tahun 2016 tentang BPD).Jika dalam proses pembahasan BPD menyepakati 

Rancangan Peraturan Desa, maka selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan 

Desa. Peraturan Desa dinyatakan berlaku sejak diundangkan oleh Sekretaris Desa. 

Setelah diundangkan, Peraturan Desa masih harus melewati tahap evaluasi atau 

klarifikasi Bupati/Walikota melalui camat. 

  2.  Kedudukan BPD Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa. 

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang bertugas memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dipilih 

langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan yang bersifat langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah 

Kabupaten/Kota. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan 

Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan Kepala 

Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh 

masyarakat desa. Sebagai perwakilan penduduk desa, BPD diberi amanat untuk 
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mengawasi kinerja kepala desa. Rumusan pasal 46 ayat (2) Permendagri Nomor 

110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur mengenai 

pelaksanaan pengawasan tersebut, yaitu dilakukan melalui perencanaan kegiatan 

pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Dalam Permendagri yang sama pada pasal 46 ayat (3) 

disebutkan bahwa bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi. 

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. 

Evaluasi baru dapat dilakukan saat suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu 

atau telah cukup lama dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi adalah : 

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan:melalui evaluasi maka dapat 

diketahui derajatpencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. 

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui 

berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. 

3. Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran 

atau output dari suatu kebijakan. 

4. Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak 

dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif. 

5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya 

penyimpanganpenyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan 

antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. 

6. Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan 

masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih 

baik. 
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Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi 

tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. 

Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Tujuan 

dari monitoring ialah :  

1. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan 

dan sasaran;  

2. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih 

besar; dan 

3. melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring 

mengharuskan untuk itu. 

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dilakukan melalui :  

1. Pertama, perencanaan kegiatan pemerintahan desa. 

Segala bentuk kegiatan pemerintah desa disusun dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa 

(RKPD). Dalam Ketentuan UmumPermendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa, didefinisikan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa dan RKPD dalam forum Musyawarah 

Desa yang diselenggarakan oleh BPD.  

Hasil penyusunannya berupa Rancangan Peraturan Desa, yang kemudian 

dibahas dalam forum Musyawarah BPD.Menurut ketentuan UU Desa, RPJM 
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Desa dan RKPD dibentuk dalam produk hukum Peraturan Desa, sehingga proses 

pembentukannya dilakukan sesuai alur pembentukan peraturan desa. Hal ini 

menyebabkan BPD memiliki peranan penting dalam mengawasi proses 

pembentukannya, apalagi RKPD merupakan dasar bagi Pemerintah Desa dalam 

membentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).  

Dalam proses pembentukan peraturan desa, BPD berperan untuk 

menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa pada forum 

Musyawarah BPD dengan mengundang Kepala Desa. Apabila dalam pembahasan 

Rancangan Peraturan Desa terdapat ketidaksepakatan, maka BPD berhak 

membuat nota yang berisi alasan tidak menyepakati suatu Rancangan Peraturan 

Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. 

2. Kedua, peran BPD dalam dalam pelaksanaan kegiatan. 

Pelaksanaan kegiatan yang ideal ialah yang sesuai dengan yang 

direncanakan. Perencanaan kegiatan di desa tertuang dalam RKPD, dan pelaksana 

kegiatan juga ditetapkan dalam RKPD. Kepala desa mengoordinasikan kegiatan 

pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur 

masyarakat desa (pasal 52 ayat (1) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa). 

Pelaksanaan pembangunan desa meliputi pembangunan desa berskala 

lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk desa (pasal 52 ayat 

(2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014). 
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Diantara kedua kegiatan tersebut, BPD terlibat untuk menentukan teknis 

kegiatan pelaksanaan pembangunan sektoral dan/atau daerah yang masuk desa. 

Pembahasan mengenai kegiatan tersebut dibahas dan disepakati dalam 

musyawarah BPD dengan mengundang Kepala Desa (pasal 53 ayat (4) 

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014). 

3. Ketiga, pengawasan melalui pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 Dalam hal ini, BPD melakukan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi 

dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas 

dan objektif. 

Evaluasi laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa  

meliputi: 

1. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa; 

2. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota; 

3. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-

undangan; dan 

4. Prestasi Kepala Desa.
45

 

Lebih lanjut dalam pasal 49 ayat (2) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, 

berdasarkan hasil evaluasi laporan tersebut, BPD dapat : 

1. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa; 

                                                             
45 Pasal 48 ayat (1) dan (2) dan (3) Permendagri No 110 tahun 2016 tentang BPD 
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2. memintai keterangan atau informasi; 

3. menyatakan pendapat; dan 

4. memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa. 

Kepala Desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang dapat 

dianggap sebagai koordinator yang bertanggungjawab dalam pembangunan desa. 

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di desa yang berkedudukan 

sebagai pengawas kinerja Kepala Desa memiliki peranan penting untuk 

memonitor dan mengevaluasi kegiatan dan hasil kegiatan pembangunan 

desa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya,maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti yaitu Pelaksanaan Fungsi BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 110 Tahun 2016 didesa Pulau Rambai Kecamatan Kampa:  

1. Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan peraturan desa yang 

dilakukan oleh BPD desa Pulau Rambai dimana kurangnya pemahaman 

anggota BPD terhadap fungsinya . dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati 

Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta 

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi belum terlaksana dan 

terealisasi dengan baik, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi 

masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang sudah 

maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman 

anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang 

berlaku.  
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2. Faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD 

 

a. Sarana,dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan 

wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala 

kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD. 

b. Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa ( BPD ) dengan melihat bagaimna hubungan 

emosional antara Ketua BPD dengan para angoatanya dapat dilihat 

dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini.   

c. Tidak memahami fungsi , Anggota BPD tidak memahami fungsinya 

sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan yang berlaku. salah satu 

faktor penghambat Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan 

Desa ( BPD ) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, 

fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak 

memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang – 

undangan yang berlaku 

d. Masyarakat tidak memahami fungsi BPD, Mendengarkan aspirasi 

masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa 

yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah 

Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat 

begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan 

aspirasinya 

e. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah Desa terkait dengan fungsi BPD, 

Maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
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(BPD) dari Pemerintah Desa maupun dari anggota BPD itu sendiri, Ini 

diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing baik Pemerintah 

Desa dan BPD maupun masyarakat itu sendiri, namun yang terjadi 

dilapangan sosialisasi yang dimaksudkan ini tidak ada.   

 

B. Saran  

1) Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota 

BPD desa Pulau Rambai agar pengawasan pemerintahan desa mulai 

dari proses legislasi sampai pengawasan APB Desa serta peraturan desa 

dapat berjalan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan 

pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BPD. Jika diperlukan, dapat 

dilakukan pergantian anggota BPD yang lebih kompeten dalam 

melaksanakan tugasnya.  

2) Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada 

masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di 

Desa Pulau Rambai. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional 

BPD perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD. Namun, 

hanya jika penyelenggaraan BPD Pulau Rambai telah sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-undang.  
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